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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui apa yang menjadi hak dan
kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli
tanah dan bagaimana kedudukan hukum pihak
pembeli yang beritikad baik terhadap pihak
penjual yang melakukan perbuatan melawan
hukum dalam perjanjian jual beli tanah.
Dengan menggunakan metode penelitian
yuridis normatif, disimpulkan: 1. Akibat hukum
atas peralihan (jual-beli) hak atas tanah bagi
pihak pembeli adalah batal demi hukum.
Perjanjian jual beli yang dibuat mengandung
unsur-unsur  kekhilafan  dan  penipuan.
Kekhilafan dan penipuan yang terjadi dalam
kasus jual beli tanah menyebabkan perjanjian
jual beli batal demi hukum. Pembatalan
perjanjian bertujuan, membawah kedua belah
pihak kembali pada keadaan sebelum
perjanjian diadakan. Pihak penjual sudah
menerima uang dari pihak pembeli, maka itu
harus dikembalikan. Pokoknya perjanjian, itu
ditiadakan. 2. Perjanjian jual beli tanah antara
penjual dan pembeli merupakan perjanjian
timbal balik sempurna, dimana kewajiban
penjual merupakan hak dari pembeli dan
sebaliknya kewajiban pembeli merupakan hak
dari penjual. Dalam peristiwa jual beli ada
ketentuan yang mengatur mengenai hak dan
kewajiban untuk mematuhi perjanjian diantara
mereka. Dimana perjanjian tersebut berlaku
selayaknya Undang-undang bagi kedua belah
pihak. Pihak penjual berhak memperoleh
pembayaran atas kebendaan dan pihak pembeli
berhak untuk memperoleh kebendaan yang
diterima dari penjual.

Kata kunci: Pembeli, Penjual, Melawan Hukum,
Perjanjian Jual Beli Tanah.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penulisan

Sebagaimana telah dijelaskan  dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut dengan UUD Pasal 33 ayat
3 bahwasannya bumi, air serta kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat.

Negara Republik Indonesia, yang susunan
kehidupan rakyatnya, termasuk
perekonomiannya, terutama masih bercorak
agraria, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai
fungsi yang sangat penting untuk membangun
masyarakat yang adil dan = makmur
sebagaimana vyang kita cita-citakan. Dasar
kenasionalan diletakan dalam pasal 1 ayat 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa:
seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan
tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang
bersatu sebagai bangsa Indonesia, dan pasal 1
ayat 2 berbunyi bahwa: seluruh bumi, air, dan
ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dalam  wilayah
Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang
Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa
bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan
nasional.’

Salah satu perbuatan hukum vyang
berkenaan dengan pengahlian hak atas tanah
adalah perbuatan hukum mengenai jual beli.
Dalam masyarakat jual beli bukanlah hal yang
baru, karena jual beli telah dilakukan sejak
zaman dahulu. Dalam Pasal 1457 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli
diartikan sebagai suatu persetujuan dengan
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya
untuk menyerahkan suatu kebendaan dan
pihak yang lain untuk membayar harga yang
dijanjikan.?

Jual beli merupakan bentuk transaksi umum
yang sering dilakukan oleh masyarakat.
Biasanya perjanjian jual beli dilakukan secara

*Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah
Nasional, Jakarta:Universitas Tri Sakti, 2002, him.1
4Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1960
Tentang Pokok-Pokok Agraria

5Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah,
Jakarta : Kencana, 2005, him. 153
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lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para
pihak (penjual dan pembeli). Kegiatan
perjanjian jual beli merupakan bagian dari
hukum perdata dan merupakan peristiwa
hukum serta sahnya dimata hukum dan
mengikat kedua belah pihak atau lebih yang
pada awalnya terdapat kesepakatan antara
para pihak yang bersangkutan.

Sebagaimana yang kita ketahui objek jual
beli berupa hak atas tanah termasuk objek
perjanjian yang secara khusus diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dimana setiap perbuatan hukum vyang
menyangkut tentang hak atas tanah terikat
atau harus mengikuti ketentuan yang diatur
dalam peraturan  perundang-undangan
tersebut. Peraturan tentang hak atas tanah
tersebut diantaranya adalah Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas
Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria
Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 dan lain-lain.°

B. Perumusan Masalah

1. Apa yang menjadi hak dan kewajiban para
pihak dalam perjanjian jual beli tanah?

2. Bagaimana kedudukan hukum pihak
pembeli yang beritikad baik terhadap pihak
penjual yang melakukan perbuatan
melawan hukum dalam perjanjian jual beli
tanah?

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah menggunakan
pendekatan penelitian yuridis normatif yang
bersifat kualitatif. Pengertian penelitian hukum
Soerjono Soekanto mengemukakan : penelitian
hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang
didasarkan pada metode, sistematika dan
pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum
tertentu, dengan jalan menganalisanya. Pada
dasarnya hasil dari suatu penelitian hukum
normatif adalah argumentasi hukum. Oleh
karena itu, penalaran hukum (legal reasoning)

®Ibid, him. 154
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dalam penelitian hukum normatif penting pula
keberadaannya atau kedudukannya.’

PEMBAHASAN
A. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam
Perjanjian Jual Beli Tanah
Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1313
KUHPerdata vyang mendefinisikan sebuah
perjanjian sebagai berikut: “Perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
lain atau lebih”.®
Terjadinya pengikatkan diri terhadap satu
orang lain atau lebih tersebut menimbulkan
akibat hukum yakni munculnya hak dan
kewajiban terhadap masing-masing pihak yang
mengikatkan diri. Kewajiban dalam hal ini
berupa pemenuhan suatu prestasi dari satu
atau lebih pihak kepada satu atau lebih pihak
lainnya yang berhak atas suatu prestasi
tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
suatu perjanjian selalu ada 2 (dua) pihak
ataupun lebih, bahwa satu pihak yang wajib
melakukan atas suatuprestasi (disebut debitur)
sedangkan pihak yang lain merupakan pihak
yang berhak menerima atas suatu prestasi
(disebut  kreditur). Sama halnya dalam
perjanjian jual beli, harus dilakukan 2 (dua)
pihak ataupun lebih yang saling mengikatkan
diri, yang disebut sebagai pihak penjual dan
pembeli. Pengikatan diri satu sama lain antara
penjual dan pembeli akan menimbulkan akibat
hukum yakni adanya suatu kewajiban dalam
hal ini berupa Perikatan Yang Lahir dari
Perjanjian pemenuhan suatu prestasi dari
penjual untuk menyerahkan objek (tanah) yang
menjadi objek jual beli kepada pembeli.
Pembeli juga berkewajiban untuk membayar
objek yang telah dibelinya sesuai dengan
kesepakatan dengan penjual.’
Hak Penjual :
1. Hak atas harga barang yang dijualnya.
2. Menerima harga tanah yang telah
dijualnya dari pihak pembeli sesuai
kesepakatan harga antara kedua belah
pihak, dan berhak memperoleh
pembayaran atas tanah yang dijualnya.

7 Suratman, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Penerbit
Alfabeta, 2014, him. 38

8Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

9 Ratna Artha Windari, Op.cit, him. 20
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Hak Pembeli :

1. Menerima tanah yang telah dibelinya
baik nyata maupun secara yuridis.

2. Pada hal terdapat cacat tersembunyi
pembeli berhak untuk mengembalikan
harga pembelian dan meminta ganti
biaya yang dikeluarkan pembeli dalam
rangka pembelian dan penyerahan

3. Hak-hak pembeli kalau terjadi ingkar
janji :

a. Hak menuntut
perikatan (nakomen)

b. Hak menuntut pemutusan perikatan
atau apabila perikatan itu bersifat
timbal balik, menuntut pembatalan
perikatan (ontbinding)

c¢. Hak menuntut ganti rugi (schade
vergoeding)

d. Hak menuntut pemenuhan
perikatan dengan ganti rugi

e. Hak menuntut pemutusan atau
pembatalan perikatan dengan ganti
rugi.10

Kewajiban Penjual :

Jika penjual mengetahui cacat-cacat
barangnya maka diwajibkan mengembalikan
harga pembelian dan mengganti biaya yang
telah dikeluarkan. Ketentuan umum mengenai
perikatan untuk meyerahkan sesuatu (Pasal
1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),
dan ketentuan vyang diatur secara khusus
dalam ketentuan jual beli (Pasal 1474 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata), penjual
memiliki tiga kewajiban pokok, mulai dari sejak
jual beli terjadi menurut ketentuan Pasal 1458
Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata.
Menurut ketentuan tersebut, secara prinsip
penjual memiliki kewajiban untuk :

1) Memelihara dan merawat kebendaan
yang akan diserahkan kepada pembeli
hingga saat penyerahannya

2) Menyerahkan kebendaan vyang dijual
pada saat yang telah ditentukan, atau
jika tidak telah ditentukan saatnya, atas
permintaan pembeli

3) Menanggung kebendaan vyang dijual
tersebut™

pemenuhan

% sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, him. 21
"Gunawan Widjaja, Op.cit, him. 128

B. Kedudukan Hukum Pihak Pembeli Yang
Beritikad Baik Terhadap Pihak Penjual Yang
Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah
Prestasi merupakan kewajiban yang harus

dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian.

Bentuk dan cara melakukan prestasi

sebagaimana tertuang dalam Pasal 1234 KUH

Perdata terdiri atas :

1. Benda/barang

2. Jasa/tenaga dan keahlian

3. Tidak berbuat sesuatu."

Pemenuhan prestasi berupa benda dapat
dilakukan dengan cara penyerahan secara
langsung kepada pihak lainnya. Penyerahn
dapat berupa penyerahan hak milik atau
penyerahan kenikmatannya saja. Sedangkan
pemenuhan prestasi dalam bentuk tenaga dan
keahlian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang
menjual tenaga atau keahliannya. Adapun
prestasi tidak berbuat sesuatu menurut sikap
pasif salah satu pihak atau para pihak karena
tidak diperbolehkan  melakukan sesuatu
sebagaimana diperjanjikan."

Berdasarkan bentuk prestasinya, perikatan
dibedakan menjadi (Pasal 1234 KUH Perdata) :

1. Perikatan untuk memberikan sesuatu.

Menurut ketentuan Pasal 1235 KUH
Perdata, perikatan untuk memberikan
sesuatu mewajibkan si berutang untuk
menyerahkan suatu kebendaan dan
merawatnya sebagai seorang bapak
rumah yang baik sampai pada waktu
penyerahan. Dalam hal ini menyerahkan
suatu kebendaan adalah kewajiban
pokok, sedangkan merawat adalah
kewajiban preparatoir, yaitu hal-hal yang
harus dilakukan oleh debitur menjelang
penyerahan dari benda tersebut.
Sedangkan sebagai bapak rumah yang
baik maksudnya adalah agar benda
tersebut dijaga atau dirawat secara
pantas dan patut sesuai dengan
kewajaran yang berlaku dalam
masyarakat, sehingga tidak merugikan si
yang akan menerima."

' Ibid, him. 33

" Ibid, him. 34

“yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati, Cara Mudah
Membuat Surat Perjanjian Kontrak dan Surat Penting
Lainnya, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009, him. 108

114



2. Perikatan untuk berbuat sesuatu.
Berbuat sesuatu berarti melakukan
perbuatan sesuai dengan apa yang telah
ditetapkan dalam perikatan
(perjanjian).”

3. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.
Yang dimaksud dengan tidak berbuat
sesuatu  adalah  tidak  melakukan
perbuatan seperti apa vyang telah
diperjanjikan.*®

Perjanjian jual beli tanah ini adalah batal
demi hukum dan juga dapat dibatalkan.
Perjanjian batal demi hukum karena tidak
dipenuhinya syarat yang bersifat objektif dalam
suatu perjanjian yaitu, menjual tanah yang
bukan milik dari pihak penjual. Perjanjian dapat
dibatalkan karena dalam perjanjian yang dibuat
antara penjual dan pembeli adanya unsur
kekhilafan atau penipuan yang dilakukan pihak
penjual dalam perjanjian jual beli tanah yang
dibuat kedua belah pihak.

Mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu
syarat pertama (adanya kata sepakat) dan
syarat kedua (adanya kecakapan) disebut
sebagai syarat subjektif, karena melekat pada
diri orang yang menjadi subjek perjanjian.
Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi akan
mengakibatkan perjanjian tersebut dibatalkan
(vernietigbaar). Selama tidak dibatalkan,
perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan
yang berkaitan dengan syarat ketiga (adanya
hal tertentu) dan syarat keempat (adanya
kuasa/sebab yang halal) merupakan syarat
objektif, karena hal itu mengenai sesuatu yang
menjadi objek dalam perjanjian. Apabila syarat
objektif ini tidak dipenuhi maka mengakibatkan
perjanjian batal demi hukum (nietigheid van
rechtswege) yang artinya perjanjian itu
dianggap tidak pernah ada sehingga tiada dasar
untuk saling menuntut di muka hakim
(pengadilan)."”

Perjanjian jual beli tanah tidak memenuhi
syarat materil, maka jual beli tanah tersebut
batal demi hukum, karena tidak memenuhi
syarat sahnya perjanjian  sebagaimana
tercantm dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Persyaratan materilnya adalah penjual dan
pembeli harus sebagai subjek yang sah
menurut hukum dari tanah yang

1bid, him. 108
"®1bid, him. 109
YRatna Artha Windari, Op.cit,him. 18
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diperjualbelikan. sedangkan persyaratan
formilnya adalah jual beli tersebut dilakukan
dihadapan kepala desa (kepala adat).”® Saat ini
jual beli tanah tidak harus dilakukan dihadapan
kepala desa, namun harus dilaksanakan
dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT)
hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat
(1) PP No 24 Tahun 1997. Syarat-syarat jual beli
atas tanah yang merupakan syarat materil dan
syarat formil."

1. Syarat Materil

Syarat materil jual beli hak atas tanah
adalah tertuju pada subjek dan objek hak yang
hendak diperjualbelikan. Pemegang hak atas
tanah harus mempunyai hak dan berwenang
untuk menjual hak atas tanah. Disamping itu
pembeli juga harus memenuhi syarat sebagai
pemegang (subjek) hak dari hak atas yang
membeli objek jual beli. Syarat materil yaitu
orang vyang berhak melakukan jual beli
(pembeli  dan  penjual), objek yang
diperjualbelikan tidak dalam sengketa.?®
2. Syarat formal

Syarat formal dari jual beli hak atas tanah
merupakan formalitas transaksi jual beli
tersebut. Formalitas tersebut meliputi akta
yang menjadi bukti perjanjian jual beli serta
pejabat yang berwenang membuat akta
tersebut. Dalam rangka pendaftaran hak, maka
syarat formil jual beli hak atas tanah harus
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan
dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT).
Sebagaimana dalam peraturan pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 jual beli yang dilakukan
dihadapan PPAT yang akan mengeluarkan akta
jual beli, akta tersebut sebagai syarat untuk
melakukan pendaftaran tanah, dikantor
pertanahan. Akta yang dibuat oleh PPAT
tersebut merupakan atau dikualifikasikan
sebagai akta otentik.”!

Pembatalan perjanjian yang dimaksud pada
dasarnya adalah suatu keadaan yang
membawah akibat suatu hubungan kontraktual
itu dianggap tidak pernah ada. Dengan
pembatalan perjanjian, maka eksistensi
perjanjian dengan sendiri menjadi hapus.

Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian
Jual beli Hak Milik Atas Tanah Suatu perbuatan

18) Andy Hartanto, Op.cit, him. 151
Y ibid, hlm. 151
2% pid, him. 152
L bid, him. 152
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hukum untuk menyatakan batalnya, maka
dikenal dengan istilah “batal demi hukum”,
“membatalkannya” sesuai dengan Pasal 1449
KUH Perdata, menuntut pembatalan sesuai
dengan Pasal 1450 KUH Perdata, pernyataan
batal sesuai dengan Pasal 1451-1452 KUH
Perdata, gugur sesuai dengan Pasal 1545 KUH
Perdata, gugur demi hukum sesuai dengan
Pasal 1553 KUH Perdata. Ajaran kebatalan
berlaku atas semua perbuatan hukum baik
perbuatan hukum berganda maupun tindakan
hukum sepihak. Dengan menyatakan suatu
perbuatan hukum batal, berarti bahwa karena
adanya cacat hukum mengakibatkan tujuan
perbuatan hukum tersebut menjadi tidak
berlaku. Akibat kebatalan berlaku pula
terhadap beding yang batal, keputusan yang
batal atau wasiat yang batal. Pada perbuatan
hukum dapat mengandung cacat-cacat
tersebut dapat berbeda-beda. Dengan adanya
cacat yang berbeda menimbulkan sanksi yang
berbeda pula. Perbedaan utama mengenai
kebatalan adalah batal demi hukum (van
rechtswege nietig) dan dapat dibatalkan
(vernietigbaar). Dalam suatu keadaan tertentu
dengan adanya cacat tertentu dalam suatu
perjanjian maka diberi sanksi batal demi
hukum.

Akibat hukum pada pembatalan perjanjian
adalah pengembalian pada posisi semula,
sebagaimana halnya sebelum penutupan
perjanjian. Dalam perjanjian jual beli yang
dibatalkan, maka barang dan harga harus
dikembalikan kepada masing-masing pihak,
dan apabila pengembalian barang tidak lagi
dimungkinkan dapat diganti dengan objek yang
sejenis atau senilai.

Suatu perjanjian akan hapus jika ada suatu
pembatalan ataupun dibatalkan. Pembatalan
haruslah dimintakan atau, batal demi hukum.
Karena jika dilihat batal demi hukum maka
akibatnya perjanjian itu dianggap tidak pernah
ada, sedangkan dalam pembatalan, perjanjian
dianggap telah ada akan tetapi karena suatu
pembatalan maka perjanjian itu hapus dan
para pihak kembali kepada keadaan semula.”?

Menurut pendapat penulis Perjanjian
adalah suatu peristiwa atau persetujuan
seorang berjanji kepada seseorang yang lain
atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

2ipid ,hlm. 18

melaksanakan sesuatu. Perjanjian jual beli
merupakan perjanjian yang didalamnya
menyandang status sebagai berhak dan
berkewajiban atau sebagai kreditur dan debitur
secara timbal balik, kreditur pada pihak yang
satu maka bagi pihak yang lain adalah sebagai
debitur begitu juga sebaliknya.

Perjanjian antara penjual dan pembeli
mengandung unsur penipuan dari pihak
penjual yang menjual tanah bukan miliknya
melainkan hanya diberikan kewenangan untuk
menjaganya, maka perjanjian tersebut batal
demi hukum (nietigheid van rechtswege).

Null and void : jika syarat ketiga dan
keempat, atau salah satunya tidak terpenubhi,
maka perjanjian itu batal demi hukum. Yang
berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah
ada. Batal demi hukum merupakan sanksi
perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang
mengandung cacat yuridis, dan tujuan para
pihak yang mengadakan perjanjian tersebut
untuk melahirkan suatu perikatan hukum telah
gagal. Dengan demikian tidak ada dasar bagi
para pihak untuk saling menuntut di depan
hakim. Batal demi hukum bermakna tidak
berlaku atau tidak sah menurut hukum.

Dalam pengertian umum, kata batal saja
sudah tidak berlaku atau tidak sah jadi,
walaupun kata batal saja sudah cukup
menjelaskan bahwa sesuatu sesuatu menjadi
tidak berlaku atau tidak sah namum frasa batal
demi hukum lebih memberikan kekuatan sebab
tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu
dibenarkan atau dikuatkan menurut hukum,
bukan hanya berlaku menurut pertimbangan
subjektif seseorang atau menurut kesusilaan,
kepatutan. Batal demi hukum berarti bahwa
sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah
karena berdasarkan hukum, atau dalam arti
sempit batal demi hukum berdasarkan
peraturan  perundang-undangan.  Dengan
demikian batal demi hukum menunjuk bahwa
tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu terjadi
seketika, spontan, otomatis, atau dengan
sendirinya, sepanjang persyaratan atau
keadaan yang membuat batal demi hukum itu
terpenuhi.

Pasal 1452 KUH Perdata

“pernyataan batal berdasarkan paksaan,

kekhilafan atau penipuan, juga berakibat

bahwa barang dan  orang-orangnya
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dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum

perikatan dibuat."

Disebut batal demi hukum, karena
kebatalannya terjadi berdasarkan undang-
undang, terjadi pelanggaran terhadap syarat
yang menyangkut bentuk perbuatan hukum,
ketertiban umum atau kesusilaan. Jadi pada
umumnya adalah untuk melindungi ketertiban
masyarakat dan akibatnya bahwa perbuatan
hukum vyang bersangkutan, oleh hukum
dianggap tidak pernah terjadi.

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Akibat hukum atas peralihan (jual-beli)
hak atas tanah bagi pihak pembeli adalah
batal demi hukum. Perjanjian jual beli
yang dibuat mengandung unsur-unsur
kekhilafan dan penipuan. Kekhilafan dan
penipuan yang terjadi dalam kasus jual
beli tanah menyebabkan perjanjian jual
beli batal demi hukum. Pembatalan
perjanjian bertujuan, membawah kedua
belah pihak kembali pada keadaan
sebelum perjanjian diadakan. Pihak
penjual sudah menerima uang dari pihak
pembeli, maka itu harus dikembalikan.
Pokoknya perjanjian, itu ditiadakan.

2. Perjanjian jual beli tanah antara penjual
dan pembeli merupakan perjanjian
timbal balik sempurna, dimana
kewajiban penjual merupakan hak dari
pembeli dan sebaliknya kewajiban
pembeli merupakan hak dari penjual.
Dalam peristiwa jual beli ada ketentuan
yang mengatur mengenai hak dan
kewajiban untuk mematuhi perjanjian
diantara mereka. Dimana perjanjian
tersebut berlaku selayaknya Undang-
undang bagi kedua belah pihak. Pihak
penjual berhak memperoleh pembayaran
atas kebendaan dan pihak pembeli
berhak untuk memperoleh kebendaan
yang diterima dari penjual.

B. Saran.

1. Kepada pihak  pembeli  sebelum
melakukan perjanjian jual beli tanah
sebaiknya melihat lokasi tanah secara
langsung, hal ini bertujuan untuk
mengetahui bahwa tanah yang akan
dibeli sesuai atau tidak sesuai dengan
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kebutuhannya dan seharusnya pembeli
lebih teliti dalam melakukan suatu
perjanjian jual beli tanah, yaitu dengan
terlebih  dahulu  memastikan atau
memeriksa  kelengkapan  surat-surat
tanahnya termasuk juga nama pemilik
dan keabsahannya dengan cara
melakukan pengecekan pada kantor
Badan Pertanahan Nasional setempat.

2. Kepada para pihak (penjual dan pembeli)
dalam melakukan suatu perbuatan
hukum dalam hal ini perjanjian jual beli
tanah hendaknya memperhatikan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam
undang-undang bahwa perjanjian yang
timbul atas adanya kesepakatan haruslah
didasari dengan itikad baik dan
pemenuhan hak dan kewajiban menjadi
hal yang sangat penting untuk
menghindari sebuah sengketa. Para
pihak sepatutnya memperhatikan bentuk
dan isi perjanjian secara detail, karena
bentuk dan isi perjanjian berfungsi untuk
menjamin kepentingan hukum mereka
dan untuk mengantisipasi dan
meminimalisir  kerugian yang akan
ditimbulkan jika terjadi wanprestasi.
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